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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang maha esa yang
diberikan kepada sepasang suami-istri hingga dapat membentuk keluarga yang
bahagia. Amir Junaidi menjelaskan yang dimaksud dengan anak merupakan
seseorang baik perempuan ataupun laki-laki yang belum mengalami masa
baligh atau pubertas.! Pengertian anak juga didefinisikan dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai keturunan yang kedua,
manusia yang masih kecil, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu
negeri atau daerah tertentu.?

Pengertian anak bila dilihat dari ketetapan hukum positif Indonesia,
didefinisikan sebagai person under age/minderjarige (orang yang belum
dewasa), underjarig heid/inferiority (orang dibawah umur), dan/atau
minderjarige under voordij (orang dalam pengampuan atau pengawasan wali).?
Sehingga, menurut Makhrus Munajat, dalam tulisannya berjudul “Hukum
Pidana Anak di Indonesia”, anak merupakan penerus masa depan bangsa. Oleh

karena itu, dalam berbagai aspek yang strategis dan penting, anak perlu

! Amir Junaidi, Peradilan Anak, (Yogyakarta: Baskara Media, 2022), him 21.

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia.

8 Vience R. M. W. dkk., Kenakalan Anak Remaja: Dalam Perspektif Hukum, (Banyumas:
Amerta Media, 2023), hlm 26.



mendapatkan perlindungan hukum yang juga merupakan tanggung jawab
bersama bagi negara dan seluruh komponen masyarakat.*

Seorang ahli bernama, Erik Erikson, dalam bukunya yang berjudul
Identity: Youth and Crisis yang diterbitkan pada tahun 1968, Erik
mendefinisikan anak merupakan seorang individu yang sedang dalam berada
fase psikososialnya. Erik juga mendefinisikan bagaimana tahapan-tahapan yang
memberikan efek pada perkembangan. Tahapan-tahapan tersebut dapat disebut
juga dengan konflik atau krisis.®
a. Ketidakpercayaan dan Kepercayaan (0-2 Tahun);

b. Rasa Malu dan Otonomi (1-3 Tahun);

c. Rasa Bersalah dan Inisiatif (3-6 Tahun);

d. Inferioritas dan Kerajinan (6-12 Tahun);

e. Kebimbangan dan Identitas (12-20 Tahun);

f. Isolasi dan Keintiman (20-40 Tahun);

g. Stagnasi dan Generativitas (40-65 Tahun); dan
h. Keputusasaan dan Integritas (Usia Lanjut).

Dari tahapan-tahapan yang disebutkan di atas, bahwasannya pada fase
kebimbangan dan/atau identitas inilah setiap anak atau remaja mencari jati
dirinya. Sehingga, seringkali pada fase ini anak di bawah umur banyak
melakukan tindak pidana baik berdasarkan faktor internal atau faktor eksternal.

Pada fase ini juga, anak di bawah umur masih mudah terpengaruh oleh faktor-

4 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Anak di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm

S Erik H. Erikson, Identity: Youth and Crisis, (New York: Norton, 1968), hlm 94.



faktor baik internal atau eksternal, adapun faktor internal atau eksternal yang
menyebabkan anak dapat melakukan tindak pidana, sebagai berikut: ®
1. Faktor Eksternal
a. Keluarga
Keluarga menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi anak di
bawah umur melakukan tindak pidana. Kaku dan ketatnya pola asuh
orang tua anak dapat memengaruhi kepribadian anak itu sendiri. Selain
itu juga, tidak harmonisnya hubungan antar orang tua dan anak juga
dapat memengaruhi tingkah laku dan kepribadian anak.
b. Lingkungan Sosial
Lingkungan Sosial juga bisa menjadi faktor yang melatar belakangi
anak melakukan tindak pidana. Lingkungan Sosial yang toxic dapat
memengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana, karena anak juga
masih mencari jati dirinya, sehingga mudah sekali terpengaruh oleh
lingkungan sosial.
c. Ekonomi
Faktor ekonomi berhubungan dengan faktor keluarga, karena rendahnya
perekonomian suatu keluarga, sehingga banyak anak yang melakukan
apa saja termasuk mencuri, dan lain sebagainya, hanya untuk mencukupi

hidupnya sehari-hari.

® Lusiana & Hadi Yusuf, Kajian Hukum Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana
Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan,
Vol. 3, No. 1, 2024, hlm 186-187.



d. Teman Sepermainan atau teman sebaya
Faktor ini juga berhubungan dengan faktor lingkungan sosial, yang
mana teman sepermainan atau sebaya ini juga lahir dari lingkungan
sosial, bila anak berada di lingkungan yang baik dan suportif, maka
dapat teman sepermainan atau sebaya yang baik, begitu pun sebaliknya,
bila berada di lingkungan yang tidak baik atau banyak kasus kriminal,
maka anak juga dapat menemukan teman yang tidak baik, sehingga anak
tersebut dapat terpengaruh.

e. Media Sosial
Masifnya perkembangan teknologi dan berada di era globalisasi, maka
anak mendapatkan akses yang tak terhingga dalam mencari informasi
dan lain sebagainya. Apabila anak tersebut mencari hal-hal yang berbau
negatif, yang mana kepribadian dan perilaku anak juga masih labil,
sehingga dengan mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif dari media
sosial.

f. Uang Saku
Pada dasarnya, orangtua memiliki tujuan yang baik untuk menanamkan
bahwa uang didapatkan apabila bekerja dengan baik. Sehingga banyak
orang tua tidak memberikan uang saku pada anak tiap hendak pergi ke
sekolah, sehingga anak akan berpikir bagaimana mendapatkan uang

apapun caranya, salah satunya mencuri uang teman sebangkunya.



2. Faktor Internal
a. Psikologis
Anak yang memiliki gangguan terhadap psikologis lebih rentan untuk
melakukan tindak pidana.
b. Emosional
Faktor emosional ini tidak berbeda jauh dengan faktor psikologis,
bahwa anak yang memiliki gangguan emosional, seperti tidak bisa
membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga lebih
rentan melakukan tindak pidana atau melanggar hukum.
¢. Kontrol Diri yang Lemah
Anak yang tidak bisa atau belum bisa membedakan perilaku yang
diterima dan yang tidak dapat diterima akan dengan mudah ikut
“terseret” akan tindakan pidana atau melanggar hukum.®
Anak yang melakukan tindak pidana, biasa disebut dengan Anak
Berhadapan Dengan Hukum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan, bahwa
Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang berkonflik
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang
menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 1 angka 3 menjelaskan, Anak
yang Berkonflik Dengan Hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua

belas) tahun, namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang

" Umar Sulaiman, Perilaku Meyimpang Remaja Dalam Perspektif Sosiologi, (Gowa:
Alauddin University Press, 2020), him 142.



diduga menjadi pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana atau
melakukan penyimpangan biasa disebut dengan, Juvenile Deliquency, yang
didefinisikan sebagai suatu abnormalitas tingkah laku yang bersifat asosial,
sehingga dapat menyeret anak tersebut berhadapan dengan Aparat Penegak
Hukum (APH).® Menurut Nashriana dkk, Anak yang berhadapan dengan hukum

(ABH) didefinisikan sebagai,

“..., Juvenile delinquency is an act of status that encompassing any inappropriate
conduct by the ones under the age of 18. Adults conduct various acts such as
smoking, skipping school, running out of their home, or dissenting with parents,
nevertheless these are not regarded crimes. Juvenile delinquency is described as a
"deviant" act for juveniles and a "crime" for adults.” *° Yang berarti, bahwasanya
yang disebut kenakalan remaja apabila tindakan yang dilakukan oleh remaja yang
berada dibawah umur 18 tahun. Tidak semua disebut tindakan kriminal yang
dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur, misalnya minggat dari sekolah,
merokok, kabur dari rumah, dan/atau berargumen dengan orang tua. Selain itu,
setiap tindakan yang melanggar hukum disebut “tindakan menyimpang” apabila
dilakukan oleh anak dibawah umur dan disebut “kejahatan” apabila dilakukan oleh

orang dewasa.

Berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dilihat pada

tahun 2022 hingga 2023, terdapat kenaikan yang cukup signifikan mengenai

® Amir Junaidi, Op. Cit., Hal. 42.

10 Nashriana dkk, Enhancing Restorative Justice in Indonesia: Exploring Diversion
Implementation for Effective Juvenile Deliquency Settlement, Sriwijaya Law Review, Vol. 7, No. 2,
2023, hlm 319.



kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2022, KPAI mencatat
ada 54 kasus yang dilakukan oleh anak.!! Kemudian, pada tahun 2023, KPAI
mencatat terdapat 126 kasus yang dilakukan oleh anak. Sehingga, bila dilihat
persentasenya, kasus dari 2022 sampai 2023 mengalami kenaikan sebesar 72%.
Angka yang tinggi mengingat pelaku tindak pidana merupakan anak dibawah
umur.*2

Peradilan umum memiliki ruang lingkup yang luas, salah satunya
peradilan pidana anak. Untuk mengadili perkara pidana anak, dalam lingkup
peradilan umum dapat menunjuk hakim yang khusus untuk menangani dari
perkara tersebut. The Juvenile Justice System, merupakan istilah dari sistem
peradilan pidana anak, yang memiliki definisi, yaitu istilah yang digunakan
dalam pengadilan yang tergabung dari beberapa instansi, meliputi polisi, jaksa
penuntut umum, dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, lembaga
pembinaan, dan lain sebagainya yang masih dalam lingkup peradilan pidana

anak.’® Dalam suatu proses peradilan pidana anak juga terdapat proses

penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana konvensional, dengan

1 Rizki Suryarandika, KPAI Catat 54 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Sepanjang
2022, https://news.republika.co.id/berita/rqsjkx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-
hukum-sepanjang-2022#google vignette, diakses pada 22 Oktober 2024.

12 Humas KPAI, Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas
Kekerasan Terhadap Anak, Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas
Kekerasan Terhadap Anak | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diakses pada 25 Oktober
2024

13 Haritsa, Penerapan Pidana Anak Terhadap Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak Di Gorontalo, Mimbar Yustitia, Vol. 5, No 1, 2021, him 11.


https://news.republika.co.id/berita/rqsjkx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022#google_vignette
https://news.republika.co.id/berita/rqsjkx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022#google_vignette
https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak?form=MG0AV3
https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak?form=MG0AV3

mengedepankan prinsip non diskriminatif terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum.'

Dalam proses peradilan yang mengadili Anak Berhadapan dengan
Hukum, tentu memiliki perbedaan dalam proses peradilan pidana yang
mengadili orang dewasa pada umumnya. Sudah seharusnya anak yang
berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang berbeda, para penegak
hukum perlu menerapkan asas dalam UU SPPA, seperti perlindungan, keadilan,
nondiskriminasi, proporsional, dan lain sebagainya (Pasal 2 UU SPPA).
Berdasarkan Pasal 2 huruf a UU SPPA, yang dimaksud perlindungan adalah
memberikan perlindungan kepada anak dari kegiatan baik langsung ataupun
tidak langsung yang dapat membahayakan kondisi anak secara psikis dan/atau
fisik. Anak yang berhadapan dengan hukum ini memang perlu diberikan
perlindungan baik secara fisik atau batin karena seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, bahwa kondisi mental anak yang masih labil dan juga fisik yang
belum sekuat dengan orang dewasa pada umumnya, sehingga memang perlu
perbedaan perilaku dalam menangani peradilan anak tersebut.

Dalam proses peradilan pidana anak, para penegak hukum perlu
menerapkan perilaku tanpa membeda-bedakan anak baik secara ras, agama,
suku, bangsa, itulah yang disebut dengan asas non diskriminasi. Asas ini
memang memiliki relevansi yang erat dengan UU Sistem Peradilan Pidana

Anak ini, karena dimuat secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Dalam

14 Aryani Witasari & Muhammad Sholikul A., Implementasi Diversi Guna Mewujudkan
Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Hukum Unissula, Vol. 35, No. 2,
2019, hlm 167.



Pasal 2 huruf ¢ UU SPPA, dalam penjelasannya, yang disebut dengan asas non
diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum
Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Asas non
diskriminasi bertujuan agar dalam proses peradilan anak, tidak memberikan
perilaku yang berbeda terhadap anak berhadapan dengan hukum lainnya, selain
itu, asas ini juga bertujuan agar sang anak mendapatkan perilaku yang berbeda
dengan orang dewasa pada umumnya. Sehingga, negara memiliki kewajiban
dan tanggung jawab untuk melindungi semua anak dari setiap jenis kejahatan,
dan negara juga berkewajiban melindungi anak yang berhadapan dengan
hukum, dan harus bersifat non diskriminatif.*®

Penerapan asas non diskriminasi dalam proses peradilan pidana anak,
tentu tidak semulus jalan raya. Terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi
pelaksanaan atau penerapan asas non diskriminasi dalam proses peradilan
pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum. Salah satu kasus yang terjadi
pada tahun 2023, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku berinisial
MDS (17 tahun) dan melibatkan juga AG (15 tahun). Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan (PN Jaksel) memberi vonis pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). AG terbukti bersalah dengan
melakukan pelanggaran terhadap Pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP. Dalam prosesnya, menimbulkan isu terkait pelanggaran hak anak

15 Muliani S., dkk., Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5, No. 2, him 360.
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berhadapan dengan hukum, seperti penyalahgunaan kerahasiaan identitas anak
berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh pers.®

Kemudian, pada September 2024, Kota Palembang digemparkan
dengan penemuan mayat siswi SMP tidak jauh dari kuburan talang kerikil. Pada
saat itu, [Z (16 tahun), MZ (13 tahun), NZ (12 tahun), dan AS (12 tahun)
merupakan anak dibawah umur yang terlibat sekaligus menjadi pelaku dari
tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan terhadap siswi SMP (13 tahun).
Pada proses pengadilan, IS yang merupakan pelaku utama divonis hukuman
mati oleh jaksa. Namun, vonis tersebut mendapatkan banyak kontra, salah
satunya dari Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) yang
menyebutkan bahwa tuntutan tersebut melanggar pasal dalam UU SPPA (Pasal
3 Huruf f UU SPPA). IS dan pelaku dibawah umur lainnya pada saat proses
pengadilan berlangsung mengalami tindakan diskriminasi, salah satunya
tuntutan jaksa tersebut.!’ Selama proses pengadilan, IS yang juga dalang dan
pelaku utama dalam tindakan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap siswi
SMP ini divonis oleh jaksa penuntut umum hukuman mati. Selain itu, IS dan 3
pelaku lainnya disidangkan melalui peradilan umum bukan peradilan khusus

anak. Menurut Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA), sudah

16 Nafja Livia Afissa, Pelanggaran Hak Anak: Publikasi Identitas Anak yang Berkonflik
Dengan Hukum oleh Pers, https:/Ik2fthui.law.ui.ac.id/portfolio/pelanggaran-hak-anak-publikasi-
identitas-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-oleh-pers/, diakses pada 29 Agustus 2024.

1 Bbc.com, Empat Anak Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswi SMP di Palembang
divonis Bersalah — ‘Pelaku Terpapar Konten Pornografi’, Kasus pemerkosaan dan pembunuhan
siswi SMP di Palembang, empat anak divonis bersalah - BBC News Indonesia, diakses pada 23
Oktober 2024.



https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/pelanggaran-hak-anak-publikasi-identitas-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-oleh-pers/
https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/pelanggaran-hak-anak-publikasi-identitas-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-oleh-pers/
https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxlxx41z04o?form=MG0AV3
https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxlxx41z04o?form=MG0AV3
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seharusnya anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang
manusiawi dalam proses hukum.!®

Kasus selanjutnya, masih di Kota Palembang, pada tahun 2023 lalu, di
Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin, beredar sebuah video yang menunjukkan
tindakan kekerasan seperti penganiayaan terhadap anak asuhan. Pengasuh di
panti tersebut nampak seringkali memukul, menampar, bahkan memberi cacian
kepada anak asuhan tersebut, sehingga menimbulkan rasa trauma kepada anak-
anak tersebut. Polrestabes telah menetapkan pelaku berinisial H (51 tahun) yang
juga menjadi pemilik dari Panti Fi Sabilillah Al-Amin. Meskipun pada saat itu
telah dilakukan kesepakatan damai, namun anak-anak yang masih berada di
Panti Asuhan masih merasa was-was karena takut kejadian yang sama akan
terulang kembali. Selain itu, lambannya proses dan kurang berpihak pada anak
dan proses hukum yang tanpa melibatkan rehabilitasi secara menyeluruh kepada
korban.!®

Di sisi lain, terdapat kasus pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat (PN Jakpus) menangani kasus anak dari daerah Papua, tepatnya berasal
dari Kabupaten Nduga, dengan inisial MG. MG didakwa dengan dugaan

pembunuhan berencana terhdap pekerja PT. Istaka Karya, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2018 silam oleh

18 Ervana Trikarinaputri, Anak Pelaku Pembunuhan Siswi SMP di Palembang Dituntut
Hukuman Mati Dinilai Langgar Undang-Undang, Anak Pelaku Pembunuhan Siswi SMP di
Palembang Dituntut Hukuman Mati Dinilai Langgar Undang-Undang - Metro Tempo.co, diakses 26
Oktober 2024

19 Kompas.Com, Kasus Kekerasan Anak di Panti Asuhan Palembang, KPAI Khawatir
Dampak Trauma pada Anak, https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/01/173000365/kasus-
kekerasan-anak-di-panti-asuhan-palembang-kpai-khawatir-dampak-
trauma?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 10 Mei 2025



https://metro.tempo.co/read/1927175/anak-pelaku-pembunuhan-siswi-smp-di-palembang-dituntut-hukuman-mati-dinilai-langgar-undang-undang?form=MG0AV3
https://metro.tempo.co/read/1927175/anak-pelaku-pembunuhan-siswi-smp-di-palembang-dituntut-hukuman-mati-dinilai-langgar-undang-undang?form=MG0AV3
https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/01/173000365/kasus-kekerasan-anak-di-panti-asuhan-palembang-kpai-khawatir-dampak-trauma?utm_source=chatgpt.com
https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/01/173000365/kasus-kekerasan-anak-di-panti-asuhan-palembang-kpai-khawatir-dampak-trauma?utm_source=chatgpt.com
https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/01/173000365/kasus-kekerasan-anak-di-panti-asuhan-palembang-kpai-khawatir-dampak-trauma?utm_source=chatgpt.com
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Kejaksaan Negeri Wamena (Kejari Wamena). Pada Desember 2019, AKP
Suheriadi menyatakan bahwa MG diterbangkan ke Jakarta dan akan
disidangkan di Jakarta, sehingga termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat (PN Jakpus).?’ MG yang pada saat itu masih berusia 16 tahun,
selama proses, sering mengalami tindakan diskriminasi dengan pelanggaran
hak-haknya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. MG tidak diproses
secara khusus dalam sistem peradilan anak, dirinya diproses seperti terdakwa
yang dewasa. MG ditahan sejak bulan Mei 2018 hingga diputus pada bulan
April 2019. Dirinya hampir ditahan selama hampir satu tahun, mengingat MG
dan saksi dari pihak MG itu sendiri meyakini bahwa dirinya tidak melakukan
pembunuhan berencana tersebut.?

Sejak awal penyidikan dimulai sejak penangkapan, hak-hak MG saja
telah dilanggar. Pada saat penangkapan, MG dipukul oleh anggota kepolisian
Polres Wamena dengan senajata laras panjang. Bahkan pada saat pemeriksaan,
dirinya tidak diberikan penasihat hukum dan penerjemah. Agar dapat diproses
sama dengan orang dewasa, usia MG dipalsukan oleh pihak kepolisian menjadi
21 tahun (usia dewasa), sehingga dirinya tidak diproses lagi sesuai dengan anak

yang berhadapan hukum dengan dipisahkan dari orang dewasa. MG juga tidak

diberikan hak untuk didampingi orang tua dan pendamping sosial anak serta

20 Mrppapua.go.id, Anggota MRP: MG Berada Di Wamena Saat Karyawan Istaka Karya
Dibunuh, https://mrp.papua.go.id/2020/01/anggota-mrp-mg-berada-di-wamena-saat-karyawan-
istaka-karya-dibunuh/, diakses 15 Oktober 2024.

21 Bantuanhukum.or.id., Hentikan Diskriminasi Dan Pelanggaran Hak-Hak Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum!, Hentikan Diskriminasi dan Pelanggaran Hak-Hak Anak yang
Berhadapan dengan Hukum! (bantuanhukum.or.id), diakses pada 3 Oktober 2024.



https://mrp.papua.go.id/2020/01/anggota-mrp-mg-berada-di-wamena-saat-karyawan-istaka-karya-dibunuh/
https://mrp.papua.go.id/2020/01/anggota-mrp-mg-berada-di-wamena-saat-karyawan-istaka-karya-dibunuh/
https://bantuanhukum.or.id/hentikan-diskriminasi-dan-pelanggaran-hak-hak-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/
https://bantuanhukum.or.id/hentikan-diskriminasi-dan-pelanggaran-hak-hak-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/
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pendamping dari balai kemasyarakatan (BAPAS) yang telah dijamin dalam UU
Sistem peradilan Pidana Anak (UU SPPA).??

Dari tiga kasus di atas, bahwasanya dalam penerapannya, masih terdapat
pelanggaran-pelanggaran berupa diskriminasi terhadap anak di bawah umur
atau anak yang berhadapan dengan hukum. Padahal bila melihat Pasal 2 huruf
¢ UU SPPA, bahwa dalam pelaksanaannya haruslah berdasarkan “non
diskriminasi”, yang berarti tidak ada tindakan yang membeda-bedakan terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga, dalam pengambilan judul
penelitian ini, penulis menjadikan kota Palembang sebagai tempat penelitian
untuk mengetahui bagaimana penerapan dari asas non diskriminasi terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum di kota Palembang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengkaji secara
ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul, “Implementasi Asas Non
Diskriminasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat
disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan

sebagai berikut:

2 Ipid.



1.

D.
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. Bagaimana penerapan asas non diskriminasi terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum di kota Palembang ?
Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan asas non diskriminasi

terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Palembang?

. Tujuan

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
Menganalisis dan mengetahui penerapan asas non diskriminasi terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Palembang;
Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan atau kendala dalam
penerapan asas non diskriminasi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan

Hukum di Kota Palembang.

Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
dalam dunia pendidikan khususnya bidang hukum untuk mengetahui
penerapan asas non diskriminasi terhadap anak berhadapan dengan hukum.

Praktis
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a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
sekaligus kepada penegak hukum yang berwenang dalam menangani
kasus anak berhadapan hukum untuk di masa depan.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
sekaligus menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam konteks

permasalahan yang berhubungan.

E. Landasan Teori

1. Teori Penerapan Hukum dan Efektivitas Hukum

Penerapan hukum atau penegakan hukum didefinisikan sebagai sebuah
proses hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa dalam penerapannya
hukum sesuai dan ditaati oleh setiap warga negara, yang dilaksanakan oleh
pihak berwenang. Proses ini melibatkan para pihak yang bertugas memeriksa
dan memroses setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini
aparat penegak hukum (Hakim, jaksa, aparat kepolisian, dan lain sebagainya),
serta memberi sanksi kepada mereka bersalah melanggar hukum. 2* Dalam
upaya penanggulangan dan pencegahan tindak kejahatan dikenal juga dengan

isitilah penal policy atau kebijakan penal, yang artinya suatu kebijakan pidana

2 Annisa, Penegakan  Hukum:  Pengertian, — Faktor =~ dan  Tahapnya,

https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/, diakses pada 30
September 2024.



https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/

16

tidak hanya terbatas pada membuat peraturan perundang-undangan yang

mengatur hal-hal tertentu.?*

Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi
penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa terdapat

faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, antara lain:®

1. Faktor hukum (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum (baik pembuat ataupun yang menerapkan hukum);
3. Faktor masyarakat;

4. Faktor cultural (kebudayaan);

Dalam penerapannya, tentu kita akan mengetahui apakah efektif atau
tidak. Menurut Soerjono Soekanto, untuk mengetahui apakah hukum berjalan
dengan efektif salah satunya adalah memberikan sanksi negatif, yakni berupa
hukuman. Meskipun demikian, dalam fakta lapangan penerapannya tidak
terlalu mudah untuk dibilang efektif apabila disertai sanksi-sanksi. Akan tetapi,
terdapat instrumen yang setidaknya membuat masyarakat untuk berurusan
dengan penegak hukum atau tindakan yang melanggar hukum.?® Sehingga,
dapat dikatakan sebagai suatu tujuan dari perumusan hukum untuk mencapai
suatu tujuan hukum, yang pada hakikatnya, “Tujuan kaidah hukum merupakan

untuk menciptakan kedamaian hidup antarpribadi”.?’

24 Vivi A., Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal
Yuridis, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm 37.

25 John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Legal Policy): Dalam sistem Penegakan Hukum
Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 211.

26 Ibid. him. 197.

27 Ibid. hlm. 195.
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Dalam konteks implementasi asas non diskriminasi terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum, teori ini dapat menjadi suatu landasan dalam
mengeksplorasi hubungan antara penerapan suatu hukum dengan penerapan

asas non diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Teori Social Control

Seorang ahli, bernama Travis Hirschi, mengemukakan bahwa teori
Social Control dilaksanakan untuk mengetahui pada dasarnya manusia
merupakan makhluk yang mempunyai moral yang dapat dikontrol bukan
hanya dari individu, melainkan dari lingkungan di sekitarnya.?® Kenakalan
Remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan dan tata hukum
masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau masa transisi dari anak-anak

hingga menuju dewasa.?®

Teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi ini, mengamati suatu
pembentukan perilaku individu yang berdasarkan implikasi dalam kegiatan
positif, keterikatan pada tujuan yang sah, dan keyakinan terhadap aturan-aturan

1.30

dalam lingkungan sosial.”” Dalam konteks implementasi asas non diskriminasi

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, teori ini menjadi suatu dasar

28 Fikri Anarta dkk, Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja,
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm 491.

29 Adristinindya C. N. Utami & Santoso T. Raharjo, Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan
Remaja, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm 1.

30 Suyud P. Sunoto dkk, Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan
Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori control Sosial Travis Hirschi, Jurnal Kajian Stratejik
Ketahanan Nasional, Vol. 6, No. 1, 2023.
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untuk mengeksplorasi relasi antara faktor-faktor sosial dengan kecenderungan

anak terlibat dalam tindak pidana.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bukan hanya untuk dilaksanakan kepada korban
dati tindak pidana, melainkan juga harus dilaksanakan kepada pelaku tindak
pidana, sehingga dirinya mendapatkan hukuman yang tidak berlebihan.
Philipus M. Hadjon memberikan definisi kepada perlindungan hukum bahwa
teori ini merupakan suatu gagasan yang melibatkan sistem hukum dan tahapan-
tahapan yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak tiap
individu dan masyarakat secara menyeluruh. Adanya teori ini bertujuan untuk
memberikan kepastian bahwa setiap individu mempunyai akses yang sama dan
adil terhadap keadilan, perlakuan setara di mata hukum, dan keamanan. Selain
itu juga, teori ini bertujuan untuk menjaga keadilan sosial dan keseimbangan

kekuasaan di lingkungan masyarakat. 3!

Teori ini digunakan dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui
bahwa dalam penerapan asas non diskriminasi, anak yang berhadapan dengan
hukum mendapatkan perlindungan hukum dan akses yang sama di mata

hukum.

31 Kornelis A. A. B. DKk, Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon

Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual, Das
Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 02, No. 01, 2023, hlm 14.
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F. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan sebuah metode atau kegiatan dalam
rangka memperoleh informasi atau data, sehingga dapat dianalisis dan diolah.
Metode penelitian adalah bagaimana cara penulis menggambarkan secara
menyeluruh/komprehensif sebuah penelitian yang dilakukan.?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian
normatif yuridis. Penelitian normatif yuridis merupakan sebuah sistem
norma yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam suatu penelitian
hukum. Yang dimaksud, sistem norma merupakan asas-asas, kaidah dari
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, norma, ajaran para
sarjana (doktrin), serta perjanjian.®® Selain itu, penelitian juga didukung
dengan data-data empiris berupa wawancara dengan narasumber, seperti
Polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Jaksa Penuntut Umum di
Kejaksaan Negeri Kota Palembang, Hakim Anak di Pengadilan Negeri
Kelas IA Kota Palembang Pimpinan dan/atau para staf di LPKA Kelas |
Kota Palembang, dan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, serta

melaksanakan observasi ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan,

32 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia,
2021), him 5.

33 Sigit S. Nugroho dkk, Metodologi Riset Hukum, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm
29.
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Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Palembang, Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA) Kelas I Kota Palembang dan Kejaksaan Negeri (KEJARI)
Kota Palembang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas,
dalam hal ini asas non diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach)
merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti, menelaah,
atau menganalisis seluruh undang-undang atau peraturan yang berhubungan
dengan topik hukum yang sedang diteliti.** Adapun peraturan perundang-
undang yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU
HAM), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pendekatan Analisis (Analytical Approach)

Johnny Ibrahim menyatakan bahwa yang dimaksud pendekatan

analisis atau analytical approach merupakan pendekatan yang digunakan

hlm 58.

34 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: Qiara Media, 2021),
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untuk memahami makna apa yang terkandung dalam istilah-istilah dalam
suatu peraturan perundang-undangan secara konsepsional, serta
mempelajari atau memahami bagaimana penerapan dalam praktiknya dan
putusan-putusan hakim.®

Pendekatan Sosiolegal (Sociolegal Approach)

Muhammad Syarif dkk, dalam buku yang yang berjudul, “Metode
Penelitian Hukum”, menjelaskan bahwa yang dimaksud pendekatan
sosiolegal atau sociolegal approach adalah pendekatan yang meneliti
bagaimana sistem norma diterapkan dalam masyarakat untuk mengetahui
bagaimana interaksi dan reaksi dari masyarakat itu sendiri.®
Pendekatan kasus (Case Approach)

Rhenald Kasali mendefinisikan yang dimaksud pendekatan kasus
(case approach) ialah suatu pengujian intensif, dengan menggunakan
berbagai sumber sebagai bukti (kuantitatif, kualitatif, dan/atau keduanya),
terhadap satu entitas tertentu dengan dibatasi ruang dan waktu. Pendekatan
kasus ini biasanya dikorelasikan dengan suatu lokasi yang kasusnya bisa
perorangan, sekumpulan orang seperti kelompok sosial atau kelompok

kerja, peristiwa, proses, isu, komunitas, dan kampanye.37

58.

hlm 71.

35 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm
3 Muhammad Syarif dkk., Metode Penelitian Hukum, (Padang: Get Press Indonesia, 2024),

87 Sri Wahyuningsih, Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi,

Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya, (Madura: UTM Press, 2013), hlm 16.
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3. Sumber Hukum dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan,

putusan pengadilan, risalah resmi, dan dokumen resmi negara.®® Adapun

bahan hukum yang diambil, sebagai berikut:

1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki

keterkaitan yang erat dengan bahan hukum primer, dalam artian bahan

hukum ini terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, ajaran para ahli hukum

(doktrin), penelitian hukum, dan kamus hukum® yang relevan dengan

pembahasan penelitian tersebut.

Bahan Hukum Tersier

3 Sigit S. Nugroho dkk, Op. Cit., hlm 41.
% Wiwik S. Widiarty, Op. Cit., him 122.
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Yang dimaksud bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang
menjadi bahan pendukung dalam suatu penelitian hukum.*® Bahan hukum

ini terdiri atas, kamus bahasa, ensiklopedia, dan/atau ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan bahan
hukum berupa penelitian kepustakaan (/ibrary research) atau yang berarti
mempelajari, menganalisis, dan menelaah, serta mengutip peraturan
perundang-undang, penelitian hukum, buku-buku, serta literatur lainnya
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini
implementasi asas non diskriminasi terhadap anak berhadapan dengan
hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan
berupa studi lapangan (field research), yang mana peneliti akan
melaksanakan wawancara, observasi, ataupun dokumentasi terkait dengan

implementasi asas non diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum.*

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis bahan penelitian analisis

deskriptif yang merupakan penguraian secara kualitatif dari bahan-bahan

40 Muhaimin, Op. Cit., him 60.

4 Busyairi A. & M. Saleh L., Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan
Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak), Jurnal
Nalar Pendidikan, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm 65.
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hukum (primer, sekunder, dan tersier) yang menggunakan suatu cara
membahas, mengilustrasi inti permasalahan dalam penelitian yang

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*?

Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan penyimpulan dalam penelitian ini menggunakan
metode penyimpulan deduktif. Metode deduktif merupakan metode
menyimpulkan suatu permasalahan yang bersifat general atau umum
terhadap permasalahan nyata yang diteliti,*® yang nantinya dalam

menyimpulkan yang bersifat lebih khusus.

42 Peter M. Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), him 194.
43 Muhaimin, Op. Cit., hlm 71.
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